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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

NOMOR 27 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib 

pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disusun 

pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman 

Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 
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  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745); 

  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 784); 

  6.    Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi antar 

Instansi Pusat, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

dan antar Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

3. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan 

Mutasi antar Unit Kerja atau Mutasi antar instansi.  

4. Unit Kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan 

Instansi Pemerintah. 
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5. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT 

BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu 

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah Kepala Badan.  

8. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat eselon II di Pusat 

atau Kepala UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. 

 

Pasal 2 

Mutasi PNS di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dilakukan atas dasar: 

a. perencanaan; atau  

b. permintaan sendiri.  

 

Pasal 3 

(1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Mutasi antar Unit Kerja; dan 

b. Mutasi antar instansi.  

(2) Mutasi antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri atas: 

a. Mutasi antar instansi dari Badan Pengawas Obat 

dan Makanan; dan  

b. Mutasi antar instansi ke Badan Pengawas Obat dan 

Makanan.   

(3) Mutasi antar instansi ke Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri atas: 

a. ke Unit Kerja pusat; atau 

b. ke UPT BPOM. 
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BAB II 

MUTASI ATAS PERENCANAAN 

 

Pasal 4 

(1) Mutasi atas dasar perencanaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a dengan memperhatikan aspek 

sebagai berikut: 

a. kompetensi; 

b. pola karier; 

c. pemetaan pegawai;  

d. kelompok rencana suksesi (talent pool); 

e. perpindahan dan pengembangan karier; 

f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; 

g. kebutuhan organisasi; dan 

h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung 

pada klasifikasi jabatan. 

(2) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun. 

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan 

persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, 

dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.  

 

Pasal 5 

Mutasi atas dasar perencanaan harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap 

jabatan PNS yang akan Mutasi; 

c. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan 

menyebutkan jabatan yang akan diduduki; 

d. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan 

menyebutkan jabatan yang akan diduduki; 

e. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang 

bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani 

hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat 

oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
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paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi 

pratama; 

f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau 

jabatan terakhir;  

g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik 

dalam  2 (dua) tahun terakhir;  

h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar 

atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain 

yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki 

jabatan pimpinan tinggi pratama; dan/atau 

i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan 

Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.  

 

Pasal 6 

Mutasi atas dasar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mutasi antar instansi atau antar Unit Kerja dilakukan 

oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai 

Kinerja PNS.  

b. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, 

pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan. 

c. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian membuat 

perencanaan Mutasi. 

d. perencanaan Mutasi disampaikan kepada Tim Penilai 

Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi. 

e. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai 

Kinerja PNS, Unit Kerja yang membidangi kepegawaian 

mengusulkan Mutasi kepada PPK.  

f. PPK mengajukan surat alih status ke Badan Kepegawaian 

Negara; dan 

g. berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam 

jabatan. 

 

 

 


